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Abstract 
 
This research paper aims to evaluate the implementation of e-government system 
provided by local governments in Indonesia. Using qualitative method based on field study, the 
research took place in Sleman regency and Tulungagung regency. Furthermore, the research 
investigates the experience, response, feedback and impression of the e-government system’s 
users, particularly online registration. Semi-structured interviews were conducted with 12 
informants representing some demographic characteristics, such as region, gender, residential 
place and age group. The results show that e-government implementation is successful because 
the users are satisfied and feel the benefits of the system. However, the results also reveal that 
some strong strategic efforts should be done in order to improve the quality and the success of the 
system in the future. The research is significant for scholars to understand the development of e-
government in the developing countries as well as the theoretical framework to evaluate e-
government system success. For the local governments, this research contributes to the 
improvement of e-government system quality.  
 
Keywords:  e-government, the success of the evaluation system, local government, qualitative 
methods, semi-structured interviews. 
 
Abstrak 
 
Artikel ini adalah hasil penelitian yang mengevaluasi kesuksesan implementasi sistem e-
government oleh pemerintah daerah di Indonesia. Bertempat di Kabupaten Sleman dan 
Kabupaten Tulungagung, penelitian dengan metode kualitatif berbasis studi lapangan ini 
bertujuan mengetahui pengalaman, respon, umpan balik dan impresi dari masyarakat para 
pengguna sistem e-government, khususnya perijinan online. Wawancara semi-terstruktur 
dilakukan terhadap 12 orang informan yang mewakili beberapa karakteristik demografik, seperti 
wilayah, jenis kelamin, tempat tinggal, dan kelompok umur. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa implementasi sistem sukses karena para pengguna merasa puas dan merasakan manfaat 
dari sistem yang mereka gunakan. Namun demikian hasil penelitian ini juga menggambarkan 
bahwa sistem ini masih perlu perbaikan untuk peningkatan kualitas dan tingkat kesuksesannya di 
masa mendatang. Penelitian ini penting bagi akademisi untuk memahami perkembangan e-
government di negara berkembang dan sebagai rerangka teoritis untuk melakukan evaluasi 
kesuksesan implementasi sistem e-government. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini juga dapat 
digunakan sebagai refleksi untuk peningkatan kualitas sistem e-government. 
 
Kata kunci: e-government, evaluasi kesuksesan sistem, pemerintah daerah, metoda kualitatif, 
wawancara semi terstruktur. 
 
PENDAHULUAN 
E-Government atau electronic government 
merujuk pada penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi (TIK) untuk memperluas 
akses dan juga pelayanan pemerintah untuk 
kemaslahatan masyarakat, pebisnis, aparat 
pemerintah sendiri dan pemangku kepentingan 
yang lain (Srivastava dan Teo, 2007). Pada 
saat ini, sebagian besar negara-negara di dunia 
sudah mengimplementasikan e-government. 
Walaupun demikian, Heeks (2008) mengindi-
kasikan bahwa tingkat keberhasilan atau ke-
suksesan implementasi e-government di ne-
gara berkembang hanyalah 15%.  
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Tabel 1: Survei Kesiapan e-Government Perserikatan Bangsa-Bangsa (Negara dan Kawasan terpilih) 
Negara/Kawasan 
2005* 2008** 2010*** 
Peringkat Indeks Peringkat Indeks Peringkat Indeks 
Indonesia 96 0.382 106 0.411 109 0.403 
Australia 6 0.868 8 0.811 8 0.786 
Amerika Serikat 1 0.906 4 0.864 2 0.851 
Malaysia 43 0.571 34 0.606 32 0.610 
Thailand 46 0.552 64 0.503 76 0.465 
Vietnam 105 0.364 91 0.456 90 0.445 
Rerata Asia Tenggara   0.439   0.429   0.425 
Rerata Dunia   0.427   0.451   0.441 
Sumber: *(UN 2005); **(UN 2008); ***(UN 2010) 
 
Sistem e-government sejatinya sangat 
penting untuk pengembangan umat manusia 
dan pencapaian tujuan pembangunan. Oleh 
karenanya, semua negara didorong untuk 
mengimplementasikan sistem e-government. 
Namun perlu diingat bahwa implementasi 
sistem e-government tidak sesederhana trans-
fer atau menjiplak sistem dari satu negara ke 
negara lain atau dari satu daerah ke daerah 
lain. Dalam implementasinya di negara ber-
kembang pada khususnya, diperlukan upaya-
upaya yang lebih keras daripada di negara-
negara maju (Schuppan, 2009). Hal ini meng-
ingat bahwa stakeholder utama dari sistem e-
government adalah masyarakat. Dengan demi-
kian kesediaan masyarakat menerima dan meng-
gunakan sistem e-government menjadi sangat 
penting dan menentukan kesuksesan sistem e-
government (Davison, Wagner dan Ma, 2005).  
Indonesia memulai mengimplementasi-
kan e-government secara nasional sejak 2001 
melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 (Harijadi 
dan Satriya, 2000; Haryono dan Widiwardono, 
2010). Menurut Inpres itu, tujuan e-government 
di Indonesia adalah meningkatkan proses 
demokratik, meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi dan mewujudkan transformasi 
menuju masyarakat informasi (Furuholt dan 
Wahid, 2008). Walaupun tujuan implementasi 
e-government sangat mulia, tapi pada kenyata-
annya ada beberapa indikator yang menunjuk-
kan bahwa implementasi ini tidak mendapat 
dukungan yang memadai.  
Menurut Survei Kesiapan E-govern-
ment yang diadakan oleh PBB, peringkat dan 
nilai indeks Indonesia menunjukkan ketidak-
suksesan implementasi e-government. Tabel 1 
menggambarkan peringkat dan nilai Indonesia 
dibandingkan dengan negara-negara lain dan 
kawasan yang dipilih oleh peneliti untuk tuju-
an perbandingan dan memperlihatkan posisi 
Indonesia. Dalam hal peringkat, Indonesia 
selalu mengalami penurunan dalam 3 periode. 
Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan 
negara-negara tetangga seperti Malaysia dan 
Thailand. Bahkan sejak 2008 peringkat Indo-
nesia berada di bawah Vietnam. Tidak jauh 
berbeda dalam hal nilai indeks, Indonesia ber-
ada di bawah negara-negara tetangga dan 
rerata kawasan Asia Tenggara. Nilai indeks 
Indonesia juga di bawah rerata nilai indeks 
dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia 
membutuhkan kebijakan strategis yang kuat 
untuk mendorong peningkatan kualitas dan 
kesiapan implementasi e-government.  
Implementasi e-government di Indone-
sia menghadapi beberapa tantangan serius 
yaitu kurangnya sumber dana, rendahnya kua-
litas sumber daya manusia, rendahnya pene-
trasi TIK, kurangnya dasar hukum dan per-
aturan dan juga secara budaya tidak men-
dukung. Lebih jauh, penelitian oleh Hwang 
and Syamsuddin juga mengungkapkan be-
berapa hambatan utama pengembangan e-
government di Indonesia, khususnya di tingkat 
pemerintah daerah. Hambatan-hambatan utama 
tersebut adalah kesulitan teknis, adanya 
kesenjangan digital (digital divide) dan ketia-
daan kemauan untuk menggunakan e-govern-
ment dari masyarakat dan juga aparat peme-
rintah sendiri (Hwang dan Syamsuddin, 2008).  
Pemerintah daerah di Indonesia telah 
mengimplementasikan beberapa bentuk sistem 
e-government. Sebagian besar pemerintah dae-
  !"#
192 
rah menerapkan sistem elektronik untuk 
proses internal (G2G-Government to Govern-
ment dan G2E-Government to Employees). 
Beberapa pemerintah daerah, departemen dan 
badan-badan pemerintah juga sudah mulai 
menyediakan situs untuk berinteraksi dengan 
pemangku kepentingan atau stakeholders 
(G2C-Government to Citizens dan G2B-Gov-
ernment to Businesses). Bentuk lain dari e-
government adalah pelayanan terpadu atau one 
stop service, atau juga sering juga disebut 
‘pelayanan satu atap’. Pada dasarnya pelaya-
nan satu atap adalah layanan terpadu yang di-
sediakan oleh lembaga fungsional pemerintah 
untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuas-
an para penggunanya (Ho, 2002). Pelayanan 
terpadu merupakan pintu gerbang interaksi 
pemerintah dalam melayani pebisnis dan 
masyarakat. Pelayanan ini mengkoordinasikan 
departemen-departemen fungsional dan lem-
baga-lembaga pemerintah terkait untuk mela-
kukan pelayanan publik. Tujuan utama dari 
pendirian pelayanan terpadu adalah untuk me-
nyederhanakan proses birokrasi dalam menye-
diakan pelayanan yang beragam bagi masya-
rakat umum dan pebisnis (Ho, 2002). Sejak 
2003, beberapa pemerintah daerah mendirikan 
pelayanan terpadu, yang sebagian besar adalah 
pelayanan perijinan. Walaupun demikian, 
cakupan layanan dan tingkat kemajuan ber-
beda-beda antar daerah.  
Dengan berbagai masalah dan ham-
batan yang dihadapi dalam implementasi e-
government di Indonesia, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi kesuksesan 
sistem e-government yang diterapkan oleh 
pemerintah daerah di Indonesia. Evaluasi ini 
penting dilakukan untuk mempelajari respon 
atau umpan balik dari masyarakat pengguna 
sistem e-government. Penelitian ini secara 
lebih khusus dilakukan di pemerintah daerah 
yang mempunyai sistem online yang me-
mungkinkan masyarakat pengguna berinte-
raksi secara langsung dengan pemerintahnya. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
E-Government 
Berangkat dari semangat ‘reinventing gov-
ernment’ yang mulai berkembang sejak 1980an, 
orientasi fokus operasi pemerintahan bergeser 
dari yang sebelumnya berorientasi ke dalam 
(inward looking) ke pemerintahan yang 
berorientasi keluar (outward looking) yang 
memperhatikan kebutuhan stakeholders atau 
pemangku kepentingan, khususnya pengguna 
jasa. Model yang dikembangkan oleh Osborne 
dan Gaebler (1992), masyarakat dianggap 
sebagai pelanggan yang menjadi pusat per-
hatian dalam penyusunan desain pelayanan 
pemerintahan. Model ini juga menekankan 
prinsip ‘catalyst government’ atau ‘pemerintah 
katalis’ dan ‘community ownership’. Aparat 
pemerintah ditantang untuk mencari cara 
memberdayakan masyarakat untuk juga ikut 
memiliki masalah publik. Dengan kata lain, 
pemerintah dituntut untuk bekerjasama dengan 
organisasi kemasyarakatan dan masyarakat 
secara umum untuk mencari solusi-solusi atas 
masalah publik.  
Namun demikian, prinsip-prinsip ‘rein-
venting government’ di atas menemui ham-
batan serius, yaitu biaya transaksi yang harus 
ditanggung baik oleh pihak pemerintah mau-
pun masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat 
membutuhkan biaya, upaya dan waktu yang 
tidak sedikit dari pihak pemerintah. Bila di-
tambah dengan beban kerja operasional yang 
sudah besar, maka beban untuk selalu men-
jalin jejaring (networking) dengan elemen-
elemen masyarakat menjadikan beban peme-
rintah bertambah berat. Dari pihak masyarakat 
pun ada keengganan untuk terlibat aktif dalam 
setiap pengambilan keputusan pemerintah. 
Ikut dalam pertemuan-pertemuan, menulis 
kritik, komentar dan masukan ataupun ikut 
partisipasi dalam survei mengenai pelayanan 
publik sangatlah memberatkan dan mem-
butuhkan komitmen besar dari masyarakat. 
Apalagi jika hal itu harus dilakukan secara 
reguler.  
Untuk mengatasi hambatan besar itu, 
maka peran teknologi informasi sangat pen-
ting (Bellamy dan Taylor, 1998; Heeks, 1999). 
Pada era 1980an, TIK, khususnya internet 
berperan penting dalam meningkatkan efi-
siensi operasional pemerintahan dan mening-
katkan kualitas komunikasi internal pemerin-
tahan (Norris dan Kraemer, 1996; Brown, 
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1999). Jadi pada masa itu, penggunaan TIK 
lebih bersifat ke dalam atau internal dan 
manajerial. 
Kehadiran e-commerce dalam dunia 
privat semakin memberi tekanan kepada 
pemerintah untuk melakukan lompatan dalam 
penggunaan TIK. Internet memungkinkan 
individu-individu maupun organisasi-organi-
sasi untuk saling berkomunikasi secara efisien. 
TIK juga meningkatkan fleksibilitas dalam 
penyediaan pelayanan, informasi dan komuni-
kasi. Hal ini juga meningkatkan harapan dari 
masyarakat ketika berinteraksi dengan peme-
rintah (Ho, 2002). Kemajuan teknologi dan 
ekonomi selanjutnya memicu pembuat kebi-
jakan untuk menggeser fokus penggunaan TIK 
dari internal dan manajerial menjadi jejaring 
dan komunikasi dengan publik. Heeks (1999) 
menyatakan bahwa e-government memung-
kinkan masyarakat untuk mempunyai akses 
yang lebih luas terhadap informasi maupun 
pelayanan secara lebih efisien. Hal ini men-
jadikan pola hubungan pemerintah dan masya-
rakat berubah secara mendasar.  
Mempertimbangkan manfaat yang bisa 
diperoleh dari e-government, maka dapat di-
pahami ketika PBB mendorong negara-negara 
anggotanya untuk mengimplementasikannya. 
Dan seperti telah disinggung di depan, saat ini 
hampir seluruh negara di dunia telah mene-
rapkan e-government. Namun demikian, ting-
kat kemajuan e-government dari setiap negara 
berbeda-beda. Tingkat kemajuan dan proses 
evolusi e-government ini diamati oleh bebe-
rapa ahli, antara lain Layne dan Lee (2001) 
serta Andersen dan Henriksen (2006).  
Layne dan Lee (2001) menyimpulkan 
bahwa evolusi e-government terdiri dari empat 
tahap, seperti tergambar pada Gambar 1. Pada 
tahap awal atau pertama, e-government masih 
dalam bentuk seperti katalog yang berisi 
informasi. Bentuk ini diterapkan pada organi-
sasi yang sederhana dan integrasi dengan sis-
tem lain dilakukan secara sederhana pula. 
Pada tahap kedua, e-government lebih inter-
aktif membuka ruang komunikasi dua arah 
antara pemerintah dengan masyarakat.  
 
 
Gambar 1: Ukuran dan Tahapan Perkembangan e-Government (Layne dan Lee, 2001) 
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Dalam tahap ini sudah dapat dilakukan 
transaksi, misalnya pembayaran denda, retri-
busi, pengajuan perijinan dan pelayanan yang 
lain. Selanjutnya, pada tahap ketiga, sudah 
terjadi integrasi yang lebih kompleks antar-
organisasi, yaitu secara vertikal. Organisasi 
yang secara hirarkis struktural bersifat vertikal 
namun mempunyai fungsi yang sama berin-
tegrasi dalam satu layanan. Sedangkan pada 
tahap yang sudah maju atau tahap keempat, 
tingkat kerumitan sistem semakin besar di-
tandai dengan integrasi antarorganisasi yang 
secara fungsi berbeda. Sehingga pada tahap 
ini, e-government sudah menjadi benar-benar 
pelayanan terpadu bagi masyarakat. 
Jika kita melihat kondisi e-government 
di Indonesia khususnya di tingkat pemerintah 
daerah, maka sebagian besar pemerintah dae-
rah (pemda) Indonesia masih berada di tahap 
awal atau pertama. Pada saat ini terdapat 
kurang lebih 450 situs yang dikelola pemda 
seluruh Indonesia (Wahid, 2008). Menurut 
riset yang penulis lakukan sampai akhir tahun 
2010, hanya ada 2 pemda tingkat kabu-
paten/kota yang berada pada tahap kedua. 
Kedua pemda tersebut adalah pemda Kabu-
paten Sleman di Provinsi DI. Yogyakarta dan 
pemda Kabupaten Tulungagung di Provinsi 
Jawa Timur. Di kedua pemda tersebut, masya-
rakat bisa mengajukan ijin secara online 
melalui situs pemda dan badan pelayanan per -
ijinan terpadu. Sistem online dalam pengajuan 
perijinan di kedua daerah tersebut merupakan 
sistem yang bersifat sukarela (voluntary), 
disamping beberapa pilihan sistem lain yang 
tersedia, seperti datang langsung ke kantor 
(manual) dan melalui pihak ketiga (misalnya 
notaris). Di sebagian besar pemda, situs hanya 
berisi informasi mengenai daerah dan bebe-
rapa daerah menyediakan formulir perijinan 
yang bisa diunduh (download). Walaupun 
kantor pelayanan perijinan terpadu atau one-
stop service sudah dimiliki oleh sebagian 
besar pemda, namun masyarakat masih di-
haruskan datang secara manual untuk meng-
urus ijin. Oleh karena itulah, maka penelitian 
ini dilakukan di Kabupaten Sleman dan Kabu-
paten Tulungagung.  
 
Evaluasi Kesuksesan Sistem 
Harus diakui bahwa menentukan dan meng-
ukur kesuksesan suatu sistem bukanlah suatu 
hal yang mudah. Apalagi mengukur kesuk-
sesan sebuah sistem informasi, dimana keluar-
annya bersifat intangible. Jika merujuk pada 
kriteria-kriteria yang dinyatakan oleh Mason 
(1978), maka dalam penelitian ini evaluasi 
kesuksesan lebih merujuk pada aspek influ-
ence atau pengaruh. Hal ini karena penelitian 
ini lebih menekankan pada evaluasi dari sisi 
pengguna sistem.  
Evaluasi dari sisi pengguna atau sisi 
‘demand’ sangat penting mengingat bahwa 
penelitian-penelitian yang berkaitan dengan 
hal ini masih sangat kurang (Gauld, Goldfinch 
dan Horsburgh, 2010). Apalagi jika berkaitan 
dengan e-government, maka faktor pengguna 
atau masyarakat merupakan faktor penting. 
Evaluasi dari sisi pengguna merujuk pada 
pandangan, pengalaman dan impresi dari para 
masyarakat yang telah berinteraksi atau 
menggunakan sistem e-government. Dalam 
sebuah sistem yang bersifat sukarela, masya-
rakat tidak serta merta akan menggunakan 
sistem e-government yang disediakan oleh 
pemerintah, namun mereka bisa mengadopsi 
atau menggunakan sistem itu dengan berbagai 
pertimbangan dan mereka juga bisa menolak 
menggunakannya (Teo, Srivastava dan Li, 
2009). Bahkan sebuah sistem yang kualitasnya 
bagus sekalipun, tidak menjamin masyarakat 
akan menggunakannya.  
Dalam mengevaluasi kesuksesan sis-
tem dari pandangan masyarakat pengguna, 
maka ada beberapa indikator yang dipakai 
dalam penelitian ini. Berangkat dari pen-
jelasan di atas, maka indikator pertama adalah 
indikator penggunaan atau ‘usage’. Indikator 
penggunaan ini dapat dibagi menjadi dua sub-
indikator, yaitu penggunaan pertama kali atau 
‘initial usage’ dan penggunaan beberapa kali 
atau ‘continued usage’ (Teo et al., 2009). 
Masyarakat mungkin menggunakan pertama 
kali karena coba-coba atau eksperimen, tapi 
penggunaan kedua dan selanjutnya (continued 
usage) merupakan suatu hal yang lebih 
menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan 
sistem itu dan memilih sistem itu dibanding 
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sistem lain yang tersedia bukan karena ke-
ingintahuan atau eksperimen. Indikator peng-
gunaan atau ‘usage’ sudah sering dipakai oleh 
para peneliti terdahulu (Lucas, 1975; Ein-Dor 
dan Segev, 1978; Ives, Hamilton, dan Davis, 
1980; Hamilton dan Chervany, 1981). 
Indikator kedua yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah kepuasan pada sistem e-
government. Sebelum para pengguna me-
mutuskan untuk menggunakan sebuah sistem, 
maka mereka sudah mempunyai harapan atau 
ekspektasi. Jika sistem yang digunakan sesuai 
dengan harapan mereka, maka rasa puas akan 
muncul. Demikian pula sebaliknya, jika ter-
nyata sistem tidak berjalan sesuai harapan, 
maka para pengguna akan merasa tidak puas. 
Indikator ini sering dipakai oleh para penelitian 
sebelumnya yang berkaitan dengan kesuksesan 
sistem informasi (lihat antara lain: Teo et al., 
2009; DeLone dan McLean, 1992; 2003). 
Selanjutnya, indikator ketiga untuk 
mengukur kesuksesan sistem e-government 
adalah manfaat yang diperoleh atau dirasakan 
oleh para pengguna. Indikator ketiga ini adalah 
indikator utama (ultimate indicator), karena 
indikator ini merupakan bukti adanya dampak 
positif dari sistem sebagaimana tentunya 
dimaksudkan oleh pengembang (developer) 
sistem. Indikator ini juga telah digunakan oleh 
para peneliti sebelumnya, misalnya Benbasat 
dan Schroeder (1977), DeBrabander dan Thiers 
(1984), serta DeLone dan McLean (2003).  
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
yang berbasis pada field study (studi lapangan), 
yaitu semi-structured interview (wawancara 
semi terstruktur) dengan para informan. Infor-
man dalam penelitian ini adalah masyarakat 
yang pernah menggunakan sistem e-govern-
ment pemerintah daerah, khususnya pengajuan 
perijinan dengan sistem online di Kabupaten 
Sleman dan Kabupaten Tulungagung. Pene-
litian kualitatif dipilih oleh peneliti karena 
beberapa alasan. Pertama, penelitian dalam 
bidang e-government di Indonesia, khususnya 
yang mengevaluasi kesuksesan sistem masih 
sangat sedikit. Eisenhardt (1989) menyatakan 
bahwa penelitian kualitatif sangat bagus di-
terapkan khususnya pada penelitian-penelitian 
bidang yang baru, dimana teori-teori yang 
mendukung kurang tersedia. Kedua, penelitian 
kualitatif berbasis field study, khususnya pen-
dekatan multiple cases-based field study adalah 
pendekatan atau metode yang tepat untuk 
penelitian yang bertujuan deskriptif, penyu-
sunan teori (theory building), berbasis praktis 
(practice-based) dan ketika pandangan dan 
pengalaman dari subyek penelitian sangat 
penting (Benbasat, Goldstein dan Mead, 1987).  
Dalam menjalankan penelitian ini, 
indikator-indikator penting kesuksesan sistem 
informasi diidentifikasi dan dikumpulkan dari 
literatur sedangkan faktor-faktor kontekstual 
dibuat dan dikonfirmasi selama field study. 
Pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara 
disusun berdasar dari literatur penelitian-
penelitian terdahulu dan berkembang sesuai 
dengan respon dari informan ketika wawan-
cara. Jumlah informan yang terlibat dalam 
penelitian adalah 12 orang dengan karak-
teristik informan terdeskripsi dalam Tabel 2.  
 
Tabel 2: Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Demografik 
Informan Wilayah Tempat Tinggal Kel. Umur J. Kelamin 
Inf.1 
Kab. Sleman 
Perkotaan 40 – 50 Pria 
Inf.2 Pedesaan 30 – 40 Wanita 
Inf.3 Pedesaan 30 – 40 Pria 
Inf.4 Perkotaan 40 – 50 Pria 
Inf.5 Perkotaan 30 – 40 Pria 
Inf.6 Pedesaan 30 – 40 Pria 
Inf.7 Perkotaan 20 – 30 Pria 
Inf.8 
Kab. Tulungagung 
Perkotaan 30 – 40 Pria 
Inf.9 Perkotaan 30 – 40 Pria 
Inf.10 Perkotaan 20 – 30 Pria 
Inf.11 Pedesaan 30 – 40 Pria 
Inf.12 Perkotaan 40 – 50 Pria 
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Jumlah informan yang disarankan oleh 
para peneliti berbeda-beda, sebagian menya-
rankan jumlah yang terbuka (open-ended 
cases) dan yang lain menyarankan jumlah 
yang ditentukan. Jumlah yang dianggap cukup 
sekitar 4-8 (Eisenhardt, 1989), namun pene-
litian ini melibatkan 12 informan secara total, 
yang terdiri dari 7 orang dari Kab. Sleman dan 
5 orang dari Kab. Tulungagung. Metoda peng-
ambilan sampel dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling, yang sering dianggap 
lebih tepat digunakan dalam penelitian kuali-
tatif daripada random sampling (Corbin dan 
Strauss, 2008). Purposive sampling merujuk 
pada seleksi acak unit sampel dalam populasi 
yang sudah tersegmentasi sesuai kebutuhan 
peneliti (Guarte dan Barrios, 2006; Patton, 
1990), dan dalam penelitian ini peneliti ingin 
mendapatkan informan yang mewakili ber-
bagai karakteristik demografik (wilayah, tem-
pat tinggal, kelompok umur dan jenis kelamin).  
Wawancara dilakukan dengan infor-
man yang secara sukarela bersedia (volunteer), 
sedangkan waktu dan tempat wawancara atas 
persetujuan informan. Wawancara berlang-
sung selama kurang lebih 30-45 menit setiap 
informan. Dalam setiap wawancara, peneliti 
merekam wawancara dalam sebuah alat pere-
kam digital dengan persetujuan informan. 
Selanjutnya hasil rekaman ditranskrip dan di-
dokumentasi oleh peneliti. Hasil transkrip 
kemudian dicek ulang oleh peneliti lain, untuk 
menghindari kesalahan dalam proses trans-
krip. Setelah hasil transkrip dicek ulang dan 
tidak ada kesalahan, selanjutnya hasil wawan-
cara dianalisa.  
Peneliti melakukan proses induktif 
(Berg, 1989) dalam analisa data dengan pen-
dekatan modus operandi, yaitu melakukan 
analisa faktor-faktor yang sama dari beberapa 
data. Dalam pendekatan modus operandi, 
peneliti mencari dan mendata pandangan dan 
komentar partisipan atas suatu pertanyaan. 
Untuk membantu memenuhi tujuan dari pene-
litian ini, peneliti menggunakan program NVivo 
9 untuk menyimpan dan mengelola data. 
NVivo adalah piranti lunak (software) untuk 
mengelola data, mencari dan mengeksplorasi 
pola data dan ide-ide (Richards, 1999).  
Peneliti menjalankan tiga tahap coding 
dalam analisa induktif, yaitu open coding, 
axial coding and selective coding (Cavana, 
Delahaye, dan Sekaran, 2001). Dalam open 
coding, topik-topik dan subtopik-subtopik 
dalam data kasar diklasifikasikan. Selanjutnya, 
tema dan subtema tersebut ditelaah dalam 
axial coding. Dan dalam selective coding, 
tema dan subtema tersebut dibandingkan dan 
dijustifikasi. Sedangkan untuk menjaga relia-
bilitas, temuan-temuan dalam ketiga tahap 
coding tersebut ditelaah beberapa kali. Dalam 
melakukan data coding, peneliti menelaah dan 
memeriksa data setiap informan (individual 
informant basis).  
Selanjutnya peneliti melakukan content 
analysis. Content analysis (analisa isi wawan-
cara) adalah cara yang paling tepat dalam me-
nentukan hubungan antara konsep, data 
wawancara dan rerangka teori (Flick, 2007). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Demografik User e-Government 
Seperti telah peneliti kemukakan di depan, 
bahwa teknik sampling dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling dengan memper-
timbangkan keterwakilan karakteristik demo-
grafik informan (Tabel 2). Dari sisi tempat 
tinggal informan, 8 orang informan tinggal di 
wilayah perkotaan, sedangkan sisanya tinggal 
jauh dari pusat kota. Yang dimaksud perkotaan 
dalam penelitian ini adalah tempat tinggal 
informan berada 5-10 km dari pusat kota.  
Deskripsi demografik tempat tinggal 
informan ini memperlihatkan bahwa tempat 
tinggal merupakan salah satu faktor penting 
yang mempengaruhi penggunaan e-govern-
ment. Temuan ini mengkonfirmasi temuan 
penelitian Mossberger, Tolbert dan Gilbert 
(2006) dan Stern, Adams dan Elsasser (2009), 
yaitu bahwa tempat tinggal mempengaruhi 
secara signifikan intensitas koneksi internet. 
Penelitian hampir sama dilakukan oleh Agar-
wal dan Prasad (2009) yang menunjukkan 
bahwa tempat tinggal yang memiliki kede-
katan secara geografis mempengaruhi pola 
penggunaan internet. Jika masyarakat di dae-
rah tempat tinggalnya sudah akrab dengan 
teknologi dan internet, maka akan mempenga-
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ruhi perilaku seseorang terhadap teknologi dan 
internet. Penduduk perkotaan dapat diasumsi-
kan lebih melek teknologi, aksesnya lebih 
mudah dan secara sosioekonomis lebih men-
dukung penguasaan teknologi. Schuppan 
(2009) juga menyatakan bahwa daerah pede-
saan, dimana tingkat pendidikan dan ekonomi 
secara umum lebih rendah daripada perkotaan 
disamping infrastruktur yang kurang men-
dukung, menjadi faktor penting kurangnya 
penggunaan sistem e-government. 
Dalam hal kelompok umur informan, 7 
orang informan berada di kelompok umur 30-
40 tahun, 3 orang berumur 40-50 dan 2 orang 
berumur 20-30 tahun. Karena sistem yang 
diteliti adalah perijinan, maka sudah sewajar-
nya pemohon perijinan sebagian besar adalah 
mereka yang berada di kelompok umur 30-40. 
Terlebih jika memperhatikan jenis perijinan 
yang digunakan oleh sebagian besar informan 
adalah ijin gangguan (HO), ijin usaha (SIUP) 
dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).  
Peneliti menemukan bahwa para 
informan yang berumur 40-50 tahun (3 orang) 
dibantu oleh anak-anak mereka dalam mengisi 
formulir online. Bahkan keputusan mereka 
menggunakan sistem online dalam mengaju-
kan perijinan juga atas saran anak-anak 
mereka. Hasil penelitian ini menggambarkan 
bahwa pengguna e-government terutama ada-
lah usia produktif. Penelitian-penelitian ter-
dahulu juga menginvestigasi faktor usia dalam 
penggunaan sistem informasi (lihat misalnya: 
Agarwal, Animesh dan Prasad, 2009; Har-
gittai, 2006; Schleife, 2010; dan Mossberger et 
al., 2006) yang menunjukkan bahwa rerata 
umur pengguna aktif teknologi informasi 
adalah pada kelompok 30-40 tahun. 
Selanjutnya, faktor demografik lain 
yang peneliti akomodasi dalam pemilihan in-
forman adalah jenis kelamin atau gender. 
Peneliti sudah berusaha untuk mencari, meng-
hubungi dan meminta pemohon perijinan 
dengan sistem online yang berjenis kelamin 
perempuan untuk menjadi informan. Namun 
demikian, menarik bahwa sebagian besar me-
nolak menjadi informan dengan alasan yang 
sama. Alasan utama penolakan mereka adalah 
karena yang mengisi formulir online dan 
mengurus permohonan perijinan adalah suami 
mereka, meskipun permohonan ijin tetap atas 
nama mereka. Akhirnya peneliti berhasil men-
dapatkan 1 orang informan perempuan, namun 
demikian informan mengakui bahwa peran 
suami besar dalam pengurusan ijin dengan 
sistem online.  
Temuan ini sesuai dengan temuan 
dalam penelitian-penelitian sebelumnya, misal-
nya Venkatesh dan Morris (2000), Wei, Teo, 
Chan, dan Tan, (2010), Agarwal, et al. (2009) 
serta Schleife (2010). Gender dan pengaruh 
sosial sudah lama diidentifikasi sebagai faktor 
penting yang mempengaruhi perilaku secara 
luas (Venkatesh dan Morris, 2000). Dalam 
domain sistem informasi tidak terkecuali, fak-
tor gender juga merupakan faktor penting 
dalam mempengaruhi adopsi dan penggunaan 
teknologi baru. Jika dilihat dalam konteks 
budaya di Indonesia, biasanya terjadi pem-
bagian tugas antara kaum laki-laki (bapak) 
dengan kaum perempuan (ibu), dimana laki-
laki lebih dominan dalam urusan eksternal 
sedangkan perempuan bertugas dalam urusan-
urusan domestik rumah tangga. Oleh karena 
itu, dapat dipahami mengapa pengguna sistem 
e-government didominasi oleh laki-laki.  
 
Penggunaan e-Government 
Tabel 3 memperlihatkan jumlah penggunaan 
sistem e-government oleh masing-masing 
informan. Karena target informan adalah para 
pengguna sistem e-government pemerintah dae-
rah khususnya perijinan sistem online, maka 
semua informan pernah menggunakan sistem e-
government. Dari keseluruhan informan, seba-
gian besar informan (N=8) adalah pengguna 
untuk pertama kalinya (initial user). Namun dari 
ke-8 informan tersebut, 5 informan menyatakan 
bersedia untuk menggunakan lagi, sedangkan 3 
informan tidak bersedia. Dengan kata lain, 9 
informan merupakan continued user. Ketidak-
bersediaan para informan menggunakan lagi 
pilihan sistem online di masa mendatang karena 
pengalaman pertama mereka tidak berhasil. Dua 
informan (R2 dan R3) sudah mengajukan per-
mohonan ijin melalui sistem online, tetapi tidak 
terekam atau tidak ditemukan rekaman per-
mohonan, sehingga kedua informan tersebut 
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harus mengulang lagi proses pengajuan ijin dari 
awal. Sedangkan 1 informan lainnya (R6) tidak 
bersedia meneruskan lagi proses pengajuan 
permohonan ijin, karena syarat-syarat perijinan 
sulit dipenuhi. Para akademisi sistem informasi 
menyatakan bahwa adopsi dan penggunaan 
sebuah inovasi teknologi merupakan indikasi 
penting dari kesuksesan sistem tersebut. Namun 
demikian, kesediaan untuk menggunakan sistem 
lebih lanjut sesungguhnya menunjukkan 
kesuksesan jangka panjang (Bhattacherjee, 
2001). Oleh karenanya, continued usage sejati-
nya lebih penting dalam menggambarkan 
kesuksesan sistem informasi.  
Satu hal yang menarik bagi peneliti, 
seluruh informan mengatakan bahwa kepu-
tusan mereka menggunakan pelayanan periji-
nan sistem online adalah didorong oleh 
keingintahuan dan coba-coba. Para informan 
mengetahui adanya pilihan pelayanan periji-
nan dengan sistem online ketika mereka 
mengeksplorasi internet. Jadi tidak ada satu-
pun informan yang mengetahui adanya pela-
yanan itu dari hasil sosialisasi pemerintah dae-
rah. Walaupun program perijinan online ini 
dimulai sejak 2009 di kedua kabupaten ter-
sebut, namun sosialisasi program ini sangat 
kurang. Karena sosialisasi yang sangat kurang 
pula, maka peneliti sering mendapatkan per-
tanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang 
meragukan tersedianya pilihan pelayanan per-
ijinan dengan sistem online.  
 
Kesuksesan e-Government 
Dalam hal tanggapan para informan terhadap 
ukuran-ukuran kesuksesan sistem e-govern-
ment, Tabel 4 menunjukkan tanggapan dari 
masing-masing informan. Sebagian besar 
informan menyatakan puas dengan sistem 
perijinan online tersebut dan 8 informan 
menganggap bahwa sistem sudah berjalan 
sesuai dengan harapan atau ekspektasi mereka. 
Sebagian besar informan mempunyai harapan 
bahwa sistem perijinan online lebih sederhana 
daripada sistem manual (pemohon datang 
langsung ke kantor), sehingga sistem ini lebih 
efisien waktu, tenaga dan biaya. Informan 9 
misalnya, menyatakan bahwa: “…perijinan 
online lebih sederhana prosesnya dan jadi 
lebih murah. Bapak tahu, kalau kita berurusan 
dengan pemerintah, maka kita harus siap-siap 
proses yang sulit dan rumit. Proses birokrasi, 
Bapak tahulah… (ekspresi tidak senang-
peneliti). Tapi dalam hal ini saya merasa 
sangat mudah dan sederhana.”  
Yang menarik, walaupun informan 6 
puas dengan sistem tersebut, tetapi menurut-
nya sistem tidak berjalan sesuai dengan harap-
an atau ekspektasinya. Informan berharap 
bahwa sistem juga dapat menerima dokumen-
dokumen pendukung yang di-scan dan selan-
jutnya diunggah ke sistem. Bila ini bisa di-
lakukan, maka sebenarnya sistem akan jauh 
lebih sederhana, daripada sistem sekarang 
dimana setelah pemohon mengisi formulir 
secara online kemudian menyerahkan doku-
men-dokumen pendukung ke kantor. Informan 
2 dan 3 tidak puas dengan sistem ini karena 
tidak sesuai dengan harapan, oleh karenanya 
di masa mendatang juga tidak bersedia lagi 
menggunakannya. Bagi mereka sistem ini masih 
terlalu rumit dan mereka merasa tidak nyaman.  
 
Tabel 3: Jumlah Penggunaan e-Government oleh Setiap Informan 
Informan Wilayah Jumlah (kali) Status Bersedia menggunakan lagi 
R1 
Kab. Sleman 
1 Belum selesai Bersedia 
R2 1 Belum selesai Tidak bersedia 
R3 1 Belum selesai Tidak bersedia 
R4 2 Selesai Bersedia 
R5 1 Belum selesai Bersedia 
R6 1 Belum selesai Tidak bersedia 
R7 2 Selesai Bersedia 
R8 
Kab. Tulungagung 
5 Selesai Bersedia 
R9 1 Selesai Bersedia 
R10 1 Selesai Bersedia 
R11 1 Selesai Bersedia 
R12 3 Selesai Bersedia 
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Tabel 4: Tanggapan Informan terhadap Ukuran Kesuksesan Sistem E-Government 
Variabel Ukuran 
Informan 
Freq 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Penggunaan Penggunaan             12 
Kepuasan Pengguna 
Kepuasan             10 
Harapan             9 
Manfaat 
Efisiensi Biaya             12 
Efisiensi Waktu             10 
Proses Sederhana             9 
 
Penelitian-penelitian terdahulu menun-
jukkan hubungan yang erat antara penggunaan 
dengan kepuasan pengguna (Gelderman, 
1998; DeLone dan McLean, 1992; 2003; Lee 
dan Chung, 2009). Pernyataan informan 2, 3 
dan 6 yang tidak akan menggunakan lagi sis-
tem ini karena tidak puas juga menunjukkan 
hubungan yang sama. Disamping itu, faktor 
kemudahan penggunaan sistem yang dikeluh-
kan oleh informan 2 dan 3 juga sudah lama 
diteliti oleh beberapa akademisi sistem infor-
masi, sebagai faktor penting yang menentukan 
penggunaan sistem informasi. Taylor dan 
Todd (1995), Davis (1989) serta Davis, 
Bagozzi dan Warshaw (1989) melalui TAM 
(Technology Acceptance Model) menyatakan 
bahwa kemudahan penggunaan (perceived 
ease of use) menentukan perilaku untuk 
menggunakan (usage behaviour) teknologi. 
Dalam hal manfaat dari sistem e-
government, semua informan setuju bahwa 
sistem ini akan memberi dampak efisiensi 
biaya. Informan 4 berkomentar, “Ya, saya 
nggak harus membayar biaya transpor untuk 
ke kantor. Belum lagi, kalau harus bolak-balik 
kantor. Kan biasanya ngurus ijin harus bolak-
balik”. Informan 6 juga menyatakan:  
“Sebenarnya, biaya buat pebisnis 
seperti saya nggak masalah, sepanjang 
biaya itu masuk akal dan dapat 
diketahui dari awal. Menurut saya 
biaya perijinan online di Kab. Sleman 
wajar dan sesuai dengan informasi 
yang disebutkan di website mereka. 
Bisnis membutuhkan kepastian, Bapak 
tahulah, untuk menghitung biaya dan 
keuntungan.” 
Sebagian besar informan juga menganggap 
bahwa sistem perijinan online menghemat 
waktu mereka. Informan 8 menyatakan, “Saya 
bisa mengajukan ijin kapanpun saya mau. 
Bahkan tengah malam, kalau saya sudah 
selesai semua urusan yang lain”. Lebih lanjut, 
informan 5 menyebut,  
“Karena ini adalah Perijinan Terpadu, 
jadi kita hanya perlu datang ke satu 
kantor. Kalau dulu kan harus datang ke 
banyak kantor. Itu saja sudah meng-
hemat waktu kita. Apalagi dengan sis-
tem online, itu jauh lebih bagus dari-
pada sistem manual.” 
 
Berbeda dengan prosedur di Kabupaten 
Sleman, di Kabupaten Tulungagung pemohon 
perijinan setelah mengisi formulir secara on-
line selanjutnya petugas dari BPPT (Badan 
Pelayanan Perijinan Terpadu) akan men-
datangi pemohon untuk mengambil berkas 
dokumen pendukung. Kemudian, pemohon 
akan dihubungi oleh BPPT bila permohonan 
sudah jadi atau ada kekurangan dokumen pen-
dukung. Namun demikian di kedua kabupaten 
tersebut masih belum bisa menerima dokumen 
dalam bentuk soft copy atau file dokumen 
yang di-scan dengan alasan bahwa hal tersebut 
tidak didukung peraturan dan perundang-
undangan.  
Disamping ketiga manfaat yang sudah 
dikemukakan sebelumnya (efisiensi biaya, efi-
siensi waktu dan proses yang sederhana), 6 
informan (R4, R5, R8, R9, R10, R12) menye-
but ‘transparansi’ sebagai salah satu manfaat 
yang mereka terima dari sistem e-government. 
Informan-informan tersebut mendapat infor-
masi mengenai biaya yang harus dikeluarkan, 
langkah-langkah prosedur yang harus dijalani 
dan waktu yang dibutuhkan untuk menyele-
saikan ijin yang dimohon dalam situs (web-
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site) pemerintah daerah. Informasi-informasi 
tersebut dibandingkan dengan realitas yang 
mereka temui, dan sebagian besar merasa 
bahwa realitas relatif sama dengan informasi 
yang mereka dapatkan. Kalaupun ada per-
bedaan, para informan masih merasa bahwa 
perbedaan itu masih wajar dan dapat diterima. 
Oleh karenanya, para informan merasa bahwa 
sistem ini transparan dan memberi rasa kepas-
tian yang dibutuhkan oleh para informan.  
Karena teknologi diciptakan untuk me-
mudahkan hidup manusia, maka dapat di-
pahami bahwa sebagian besar penelitian 
dalam bidang sistem informasi adalah untuk 
meningkatkan efektifitas sistem informasi 
(Grover, 1996). Dan berkaca dari tujuan dasar 
diterapkannya e-government adalah untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, 
maka tanggapan pada informan secara umum 
menunjukkan indikasi kesuksesan sistem e-
government. Para informan sudah merasakan 
manfaat dari sistem ini dan karenanya mereka 
mengapresiasi inovasi sistem yang dilakukan 
pemda untuk mempermudah perijinan. Ke-
mudahan perijinan dengan memanfaatkan e-
government akan meningkatkan iklim inves-
tasi dan pada gilirannya akan meningkatkan 
perekonomian setempat (UN, 2010). Dengan 
kata lain, keputusan pemda untuk melayani 
permohonan perijinan melalui sistem online 
yang mempermudah masyarakat adalah 
keputusan strategis dan mempunyai manfaat 
jangka panjang. Tentu saja fasilitas semacam 
ini harus didukung dengan political will dari 
para pemimpin. Keluhan bahwa sistem tidak 
menerima dokumen dalam bentuk soft copy 
karena tidak ada dukungan dasar hukum harus 
ditindaklanjuti, sehingga semangat e-govern-
ment untuk melayani dan mempermudah dapat 
ditingkatkan kualitasnya.  
 
SIMPULAN 
Sistem e-government yang disediakan oleh 
pemerintah daerah, khususnya perijinan on-
line, perlu diapresiasi dan didukung oleh 
semua pihak. Ini merupakan terobosan penting 
untuk peningkatan kualitas pelayanan peme-
rintah. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa sistem ini menurut para penggunanya 
adalah sistem yang bagus dan dapat dikatakan 
sukses. Para informan secara umum menyata-
kan kepuasannya terhadap sistem ini dan 
merasakan manfaatnya.  
Walaupun sistem ini mendapat sam-
butan yang positif dari para penggunanya, 
namun kurangnya sosialisasi dari pihak peme-
rintah daerah menyebabkan kurangnya 
pengetahuan masyarakat akan adanya sistem 
ini. Lebih jauh, kekurangan pengetahuan 
masyarakat mengakibatkan masih sedikitnya 
pengguna sistem perijinan online. Oleh karena 
itu, pemerintah daerah harus meningkatkan 
sosialisasi keberadaan sistem ini dan mening-
katkan kualitasnya secara terus menerus. Per-
sepsi bahwa masyarakat belum siap dengan 
adanya sistem online untuk perijinan yang 
dimiliki oleh sebagian aparat pemerintah 
daerah harus dihapuskan. Di sisi lain, sistem 
perijinan online ini juga dapat mengubah per-
sepsi masyarakat bahwa birokrasi pemerintah 
pasti rumit, mahal dan memakan waktu 
sekaligus tidak transparan.  
Penelitian ini menggunakan metoda 
kualitatif berbasis studi lapangan yang meli-
batkan 12 informan yang memiliki keter-
batasan. Di masa mendatang, perlu dilakukan 
penelitian yang melibatkan lebih banyak 
informan untuk memeriksa hasil penelitian ini. 
Di samping itu, penelitian dengan metoda 
yang lain juga dapat diterapkan.  
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